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Penanganan Sengketa Informaal Publlk

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4646);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerlntah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informal Publlk (Lembaran Negara Reoubllk Indonesia Tahun 2010 Nomo" 99, Tambahan Lembaran
Negara Republlk Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Noma 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

5. Peraturan Kepala Arsip Naslonal Republlk Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pengelolaan Informasi
Publik dl Llngkungan ANRi;

6. Peraturan KomisI Informasi Noma 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesalan Sengketa InfamasI Pubilk;

7. Peraturan Kepala ArsIp Naaonal Repubiik Indonesia Noma 14 Tahun 2014 Tentang Organlsaa dan Tata Kerja Arsip
Naslonal Repubiik Indonesia;

8. Peraturan Komisi infamasi Noma 1 Tahun 2017 tentang Pengklaafikasian Informasi Publik;

9. Peraturan ArsIp NasionaJ Republlk Indonesia Noma 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pen^sunan,
Pemantauan dan EvaluasI Standar Operaslonal Prosedur Admlnistrasl Pemerlntahan dl Llngkungan Arsip Naslonal

Republlk Indonesia.

1. Mengetahui kriteria kiaslflkasi InfamasI yang dlkecualikan

2. MemahamI kriteria pengajuan sengketa infamasi

3. MemahamI kriteria kiaslflkasi InfamasI yang dlkecualikan

4. MemahamI tata cara ujl konsekuensi

5. MemahamI tata cara medlasi dan sidang ajudlkasi

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Ujl Konsekuensi

2 SOP Penanganan dan Pengajuan Keberatan Informasi Publlk

1. Komputer, printer

2. Struktur Organlsasi dan Tata Kerja ANRI

3. Kiaslflkasi Informasi yang Dlkecualikan

4. Berkas Penanganan Keberatan Permohonan InfamasI Publlk

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jlka PFPPID dan PPID tidak memahami tata cara medlasi dan sidang ajudlkasi maka akan menghambat proses

penyelesalan sengketa infamasi publlk

Jlka keglatan sudah seiesal seluruh proses dan tahapan penanganan sengketa infamasi publik dlberkaskan dl central file

Biro Perencanaan dan l-iumas



StandarOperasional Prosedurtentang Penanganan Sengketa Informasi Publlk

Mutu BakuPelaksana

Pejabat Fungsional
Pembantu PPID

(PFPPID)

Tahap Kegiatan
Waktu OutputKelengkapan KeteranganPPIDAtasan PPID

DIsposisi dan arahanSurat panggilan sengketa informasi 90 Menita. Menerima surat panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi
Pusat

b. Mendisposisikan untuk menyusun analisis hukum atau telaah atas
informasi yang disengketakan dan surat jawaban tertulis

Otsposisi dan arahanDisposisi dan arahan 30 MenitMenerima arahan menyusun analisis hukum atau telaah atas
informasi yang disengketakan dan jawaban tertulis

Mendisposisikan untuk menyiapkan undangan rapat dengan Biro

Organisasi, Kepegawaian dan unit kerja terkait (yang menguasai
informasi yang disengketakan).

Konsep surat undangan rapatDisposisi dan arahan 45 menitMenyiapkan konsep undangan rapat dengan Biro Organisasi, Kepegawaian
dan unit kerja terkait (yang menguasai informasi yang disengketakan) untuk
melakukan pembahasan.

Konsep surat undangan rapat 60 Menit Undangan rapatMengoreksi dan menandatangani undangan rapat dengan Biro Organisasi,
Kepegawaian dan unit kerja terkait (yang menguasai informasi yang
disengketakan) untuk melakukan pembahasan.

TIdak

Surat undangan, daftar hadir 315 Menit NotulenMelakukan rapat pembahasan dengan Biro Organisasi, Kepegawaian dan
unit kerja terkait (yang menguasai informasi yang disengketakan)

Disposisilembar disposisi 40 MenitMemerintahkan menyusun konsep analisis hukum atau telaah atas
informasi yang disengketakan dan surat jawaban tertulis berkoordinasi
dengan perancang peraturan perundang-undangan.

Konsep analisis atau telaah hukum

dan surat jawaban tertulis
375 MenitMenerima arahan dan berkoordinasi dengan perancang peraturan

perundang-undangan untuk menyusun konsep analisis hukum atau
telaah atas informasi yang disengketakan dan surat jawaban tertulis.

Menyampaikan konsep analisis hukum atau telaah atas informasi
yang disengketakan dan surat jawaban tertulis dan konsep nota dinas
penyampaian kepada Sekretaris Utama selaku Atasan PPID.

TIdak

Konsep analisis atau telaah hukum,
surat jawaban tertulis, dan nota dinas
yang sudah disetujui

Konsep analisis atau telaah hukum,

surat jawaban tertulis, nota dinas
30 MenitMengoreksi dan menandatangani nota dinas penyampaian konsep analisis

hukum atau telaah atas informasi yang disengketakan dan surat jawaban
tertulis.

Konsep analisis atau telaah hukum,
surat jawaban tertulis, dan nota dinas,
disposisi, surat perintah

160 menit Surat jawaban tertulis, surat perintahMempelajari analisis hukum atau telaah atas informasi yang
disengketakan.

Mengoreksi dan menandatangani surat jawaban tertulis

Memerintahkan menyampaikan surat jawaban tertulis kepada Komisi
Informasi

Mendelegasikan wewenang menghadiri mediasi atau sidang ajudikasi



StandarOperasional Prosadurtentang Penanganan Sengketa Infotmasi Publlk

No Tahap Kegiatan

Pelaksana

Atasan PPID PPID

Pejabat Fungsional

Pembantu PPID

(PFPPID)

MuUi Baku

Keiengkapan Waktu Output Keterangan

10. a.

b.

c.

d.

Menerima pendelegasian wewenang menghadiri mediasi dan atau
sidang ajudikasi

Berkocrdinasi dengan Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

serta unit kerja terkait (yang informasinya disengketakan) untuk
meminta pendampingan saat mediasi dan atau sidang ajudikasi.

Menghadiri mediasi dan atau ajudikasi didampingi PFPPID dan
perwakilan Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum serta unit kerja

terkait (yang informasinya disengketakan)

Memerintahkan menyusun laporan dan notulen dalam setiap tahapan
dan proses penanganan sengketa informasi publik.

Surat perintah, Surat jawaban tertulis,
lembar disposisi

945 menit Transkripsi sidang ajudikasi dan atau
mediasi, disposisi

11. a.

b.

Menerima arahan menyusun laporan dan notulen dalam setiap

tahapan dan proses penanganan sengketa informasi publik.

Menyusun laporan dan notulen dalam setiap tahapan dan proses
penanganan sengketa informasi publik dan menyampaikan secara
berjenjang.

CZ)

Disposisi, transkripsi sidang ajudikasi
dan atau mediasi, Notulen dan konsep

lapwan

345 menit Laporan dan notulen

Norma Waktu; 2455 menit

7hari4jam 10 menit

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,


